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NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN HUKUM
REFUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESLA

TENTANG

SINERGI DUKUNGAN TUGAS DAN FUNGSI
[ BIDANG HUKUM DAN KETENAGAKERJAAN
NOMOR: M HH-25 HH 04 .05 Tahun 2025
NOMOR: M /22 /KS.06/1X /2025

Pada han i, Kamis, tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu dua

pulub hma (11092025}, bertempat i Jakarta, yang bertanda tangan di

bawak i

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Menteri Hukum Repuhlik Indonesia, yang
dianght berdasarkan Keputusan
Presiden  Republik  Indonesia  Nomor
133/P Tahun 2024, dalam hal ini
bertindak untuk dan  atas  nama
Kementerian Hukum Republik Indonesia,
berkedudukan di Jakarta, beralamat di
Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7,
Kuningan, Jakarta 12940, sclanjutnyva
disebut PIHAK [,



et

YASSIERLI ¢ Mentern Ketenagakerjaan Ko pualilike

_.
B

Indenesin, yang diangkal  berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor [33/F Tahun 20024, dalam hal 1
bertindak  untuk  dan atas  nama
Kementerian  Ketenagakerjaan  Republik
Indonesia,  berkedudukan  di Jalan
Jenderal Gatot  Subroto  Kaveling 51
Jakarta Sclatan, selanjutnya disebut
PIHAK I1.

PIRAK 1 dan PIHAK Il secara sendiri-sendiri sclanjutnya discbut scbagai
FIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu

menerangkan hal-hal sebagai berikout:

bahwa PIHAK I adalah kementerian negara yang mempunyal tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk
membantu Presiden dalam menyelenpgarakan pemerintahan negara;
bahwa PIHAK [l =adalah kementerian yang mempunyal tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara; dan

bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang hukum
dan ketenagakerjaan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja
sama dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai

berikur;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementernian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah



100.

dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 lentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kemenlerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Nomor G904);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data
Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemenntah Pengpanti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan
Kerja Nasional {Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
67|

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian
Hukum (Lembaran Negara Republik [Indonesia Tahun 2024 Nomor
Jal);

Peraturan Presiden 164 Tahun 2024  tentang Kementerian
Ketenagakerjnan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
MNomor 360);

Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 832);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Kerja Bama Dalam Negen dan Luar Negen  di
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1037); dan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomoer 20 Tahun 2024 tentang
Orpanisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tuhun 2024 Nomor 1038).



Berdasarkan hal-hal terscbur  di atas, PARA PIHAK scpakat  untuk
menandatangani Nota Kesepahamin tentang Sinerg Dukungan Tugas dan
Fungsi di Bidang Hukum dan Ketenagakerjoan untuk sclanjutnya disebut

Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

{11 Nota Kesepahaman ini dimaksudkan schagai pedoman dan dasar bag
PARA PIHAK dalam mclaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan
wewenang masing-masing PIHAK.

(2] Nota Kesepahaman ini bertwjuan untuk mengoptimalkan koordinasi
dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Paszal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
pertukaran dan pemanfaatan data dan informass;
dukungan pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan
pembinaan hukum;
penyelenggaraan di bidang kekayaan intelektual; dan

d., peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1} Pelaksanaan Nota Kesepahaman inl akan diatur lebih lanjut dalam
Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan menjadi bagian vang

tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



(1}

[2)

(3]

Nota hesecpahaman sebaganmana dimaksud pada ayat (1) akan disusun
oleh PARA PIHAK dan ditandatanganm oleh Pejabat Pimpiman Tingyi
Madva.

Pisal 4

JANGEA WAKTL

Nota Kesepahaman int berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
lerhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah,
atau diakhir sesual kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA FIHAK.
Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan PARA PIHAK
melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK
lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) han sebelum dilakukan
perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Berakhirnyva Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
atau pengakhiran Nota Kescpahaman scbelum berakhirnva jangka
walktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, tidak otomatis mengakhin
tangpung jawab PARA PIHAK yang harus diselesmkan sebagaimana
diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PENDANAAN

Segala hiava vang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan

dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesual dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(1

Pasal i
FEMANTAUAN DAN EVALUAS]

PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini



sceara berkala atau paling sechkit 1 [satu) kah dalam T {satu)] tahon
atau jika diperlukan.

(21 Hasil pemantauan dan evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan schagai bahan

masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
PEMYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisthan
dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA

PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada
PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesspahaman ini harus disampaikan
secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK ]
Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan

Kera Sama Kementertan Hukum

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta
Selatan
Telepon/faks @ (021) 5253167
Surel ¢ ksdni@kemenloum. go.id
b. PIHAK I

Narahubung : Kepala Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat > Gedung Kemnaker, Lantai JA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Eaveling 51

Jakarta Seclatan 124950



Telepon /Maks  ; [021] 5260489, 52461707
Surel birokin. inag kemnaker go.id

i2) PARA PIHAK sctiap waktu dapat mengubah data  korespondensi
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dengan membentahukan sccara
tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PTHAK lainnya paling
lambat 7 (tujuh} hari kerja sebelum perubahan data korespondensi
tersebut dinvatakan efelotif.

[3]  Belama  pemberitahuan perubahan/pengeantian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} belum ditenma oleh PIHAK lainnya, segala
korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan
kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana
dimaksud pada ayat [1).

Pasal 9
ADENDLUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atan belum cukup
diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

(1] Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau Keadaan
Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan
waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan
persctujuan PARA PIHAK.

[2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:

a. bencana alam dan non-alam;
b. kebjakan pemenntah di bidang fiskal dan moneter; dan/fatau

c. keamanan yang tidak mengizinkan.



{11

{2)

asal 11

PENUTLIP

Nota Kescpahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2
[dua) ash, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyal kekuatan
hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap

asli.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

PIHAK I,
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